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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban
memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan
status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia
yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.t
Salah satu peristiwa hukum yang penting untuk diberikan perlindungan oleh Negara
adalah peristiwa perkawinan setiap warganya.Perkawinan adalah ikatan lahir batin
antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa.?

Mengenai perkawinan, Negara telah berusaha untuk menata perkawinan
warganya dengan membuat beberapa aturan diantaranya UU No. 22 Tahun 1946
Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, UU No. 32 Tahun 1954 Tentang
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura,
kemudian pada Tahun 1974 Negara kembali membuat suatu aturan yaitu UU No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku nasional serta mengganti dan

menyatakan tidak berlaku lagi UU sebelumnya. Pada dasarnya UU No. 1 Tahun 1974

'UU No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, Konsideran, Huruf (a).
2UU No. 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, pasal 2
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Tentang Perkawinan (selanjutnya dalam hal ini disingkat dengan UUP) merupakan
sumber hukum materiil dalam lingkungan peradilan. Namun saat ini mengenai
perkawinan khususnya bagi masyarakat muslim dalam perkara peradilan tidak
sepenuhnya merujuk pada UUP tersebut. Sebagai contoh dalam masalah Isbat nikah
tidak diatur secara tegas dalam UU tersebut, melainkan diatur dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI). Dengan kata lain Ishat Nikah sebagai solusi bagi perkawinan

yang tidak tercatat (nikah sirri), tidak diatur dalam UUP.

Isbat Nikah merupakan proses penetapan pernikahan dua orang suami isteri,
tujuan dari Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya
perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,

misalkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1), ayat (2).

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 5:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan
harus dicatat;

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat
nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo. Undang

undang No. 32 Tahun 1954;
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Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan
dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu upaya yang diatur melalui peraturan
perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih
khusus lagi untuk melindungi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga melalui
pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing
suami-isteri mendapat salinannya, sehingga apabila terjadi perselisihan atau
percekcokan diantara mereka sebagai akibat dari ketidak konsistenan salah satu pihak
untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga sakinah, maka yang lain
dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-
masing, karena dengan akta tersebut suami-isteri memiliki bukti otentik atas
perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Pengaturan mengenai Isbat Nikah secara tegas diatur dalam Inpres No.l
Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada Pasal 7 Ayat (2), (3) dan
Ayat (4). Kemudian jika dicermati, ketika dihubungkan pelaksanaan antara UUP
dengan Kompilasi Hukum Islam, maka akan didapat beberapa kelemahan. Dalam
KHI dijelaskan bahwa, “Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas
ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974”3
Artinya jika mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 Ayat
(3d) dan UUP ketika seseorang menikah sebelum adanya UUP tersebut (sebelum
tahun 1974) maka diperkenankan untuk melakukan Isbat Nikah, karena pada saat itu

peraturan yang ada merupakan peraturan yang hanya berisi hukum formil, yang

3Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 Ayat (3d).
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sebelumnya tidak dikenal bagi golongan Islam, karena bagi umat Islam hanya berlaku
hukum adat.* Akan tetapi setelah adanya UU Perkawinan yang merupakan hukum
materiil yang berlaku nasional untuk saat ini, maka tidak ada lagi pihak yang
diperbolehkan menikah siri (nikah dibawah tangan), setiap perkawinan yang
berlangsung harus dicatatkan. Oleh karenanya Isbat Nikah terhadap nikah sirri untuk
saat ini tidak diperkenankan. Jika mencermati lebih lanjut tujuan dari UUP, maka
salah satu tujuan utama disahkannya UU tersebut adalah sebagai upaya penertiban
hukum terhadap pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, dengan kata
lain setelah berlakunya UU ini tidak ada lagi perkawinan yang tidak tercatatkan
artinya tidak ada lagi nikah siri atau perkawinan yang tidak tercatatkan yang
kemudian pada akhirnya memerlukan proses pengesahan. Sehingga dengan jelas
bahwa UUP tidak menginginkan adanya Isbat Nikah terhadap nikah siri pada saat

sekarang ini.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam :
“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai
Pencatat Nikah”. Pelaksanaan isbat nikah pada dasarnya diperuntukkan pada hal
tertentu saja seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1), (2), dan (3)
Kompilasi Hukum Islam, namun fakta dilapangan menunjukkan banyaknya perkara
Isbat Nikah yang masuk di lingkungan Peradilan Agama diluar ketentuan perundang-

undangan, misalkan permohonan Isbat Nikah terhadap pernikahan di bawah umur.

4Arso SosroatmodjodanWasit Aulawi, 1975, Hukum Perkawinan di Indonesia, BulanBintang,
Jakarta, him. 46.
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Peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia mengatur betapa
pentingnya pencatatan perkawinan dan menjadikannya sebagai satu-satunya alat bukti
bagi adanya perkawinan, yang berarti secara logis tidak ada jalan keluar bagi yang
melanggar ketentuan ini untuk menyelesaikan persoalannya secara hukum dibelakang
hari, namun di sisi lain perundang-undangan membuka pintu bagi mereka yang tidak
dapat membuktikan adanya perkawinan mereka dengan alat bukti akta nikah untuk
menyelesaikan persoalan mereka melalui Instansi Pemerintah yang resmi Yyaitu
Pengadilan Agama dengan dibukanya keran bagi penetapan nikah mereka (Isbat
Nikah).

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islamdisebutkan :
“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan
Isbat Nikahnya di Pengadilan Agama”. Ketentuan ini bisa berakibat bagi kurangnya
respon masyarakat pencatatan perkawinan, karena dengan adanya persoalan di
belakang hari yang terpaut dengan akibat hukum perkawinan mereka masih bisa
diselesaikan melalui Pengadilan Agama kendatipun telah diatur terhadap keadaan
yang boleh diajukan Isbat Nikah (penetapan nikahnya).

Hakim Pengadilan Agama harus merespon dan menjawab segala macam
permohonan dan gugatan yang diajukan, hal tersebut diawali dengan pengajuan
penetapan nikah melalui putusan Majelis Hakim. Terbukti dengan banyaknya perkara
permohonan penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama.

Konsekuensi dijadikannya akta nikah sebagai satu-satunya alat bukti

perkawinan bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya, maka segala



17

macam akibat hukum yang terkait dengan peristiwa perkawinan tidak dapat
diselesaikan melalui jalur hukum, seperti pengajuan perceraian ke pengadilan,
pembagian harta bersama, pembagian warisan, status anak-anak dan lain-lain.

Pencatatan perkawinan diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974°, yaitu “pencatatan
perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinanya menurut Agama Islam,
dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, talak dan rujuk.

Pentingnya pencatatan pernikahan itu diperkuat oleh ketentuan dalam
Komplikasi Hukum Islam, yakni Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa : (1)
agar terjamin Kketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan-
perkawinan harus dicatat.® (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1,dilakukan
oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor
22 Tahun 1946 jo. UU No0.32 Tahun 1954.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terlihat betapa penting fungsi dan kedudukan
pencatatan perkawinan tersebut selain agar perkawinanya dapat dibuktikan dan
perkawinan tersebut dapat berlangsung dengan tertib juga apabila akan mengajukan

perceraian.

5> Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
5Mawardi Amien,Perkawinan harus dilakukan pencatatan, Badan Litbang Diklat
Kumdil,Jakarta, 2012, him 24
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Isbat Nikah adalah suatu ketetapan yang dibuat berdasarkan keyakinan dalam
ikatan pertalian hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu
rumah tangga atau keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Proses pengajuan permohonan Isbat Nikah bagi yang beragama Islam, namun
tidak dapat membuktikan terjadinya pernikahan dengan akte nikah, dapat mengajukan
permohonannya (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama
sebagaimana diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat (3) huruf e
Komplikasi Hukum Islam’, namun Ishbat Nikah ini hanya dimungkinkan bila
berkenan dengan:

a) Dalam rangka penyelesaian perceraian;

b) Hilangnya akta nikah;

c¢) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan;

d) Pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menuru't UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam)

Berdasarkan hal tersebut apabila terdapat salah satu dari kelima alasan di atas
yang dapat dipergunakan, maka dapat mengajukan permohonan Isbat Nikah ke
Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit apabila tidak memenuhi salah satu alasan

yang ditetapkan, akan tetapi Hakim Pengadilan Agama harus merespon dan

"Pasal tersebut berbunyi “ Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .
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menjawab segala macam permohonan dan gugatan yang diajukan, berkenaan dengan
pelaksanaan kekuasaan kehakiman.®

Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan. Atau dengan perkataan lain,
pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk
menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, peradilan agama dapat
dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili,
memutus, dan menyelesaikan perkara.

Kekuasaan kehakiman adalah salah satu pelaksana kekuasaan Negara
sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945. Menurut Yahya Harahap
(2009:98) “badan kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX, terdiri daridua pasal
yaitu pasal 24 dan 25”.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman,
Pengadilan Negara dalam sistem Peradilan Nasional Indonesia yang bertugas,
menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di
tingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan,
kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infak, shodagoh, dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama dalam pelaksanaan kekuasaannya, merujuk kepada
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang Nomor 14
Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang
mengatur tentang susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan dan Undang-

undangNomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

8Sri Hastuti, Kekuasaan Kehakiman, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2005, him 14.
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tentang Peradilan Agama, mengatur tentang kedudukan dan kekuasaan Pengadilan
Agama.

Kasus yang berkenaan dengan Isbat Nikah salah satunya adalah permohonan
Isbat Nikah pada perkara Nomor : 0249/Pdt.G/2017/PA.Plg di Pengadilan Agama
Palembang® yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan
pada tanggal 16 Desember 2011 di kecamatan Sebrang Ulu I, Kota Palembang,
pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, bahwa pada saat akad nikah
tersebut Penggugat bernama Fatma Wati binti Fadilla, umur 19 tahun, agama Islam,
berstatus perawan dalam usia 15 tahun sedangkan Tergugat bernama Rezky Yougie
Mertha bin Heri Asmadi, umur 23 tahun, agama Islam, berstatus jejaka dalam usia 18
tahun dengan wali Nasab adalah Ayah kandung Penggugat, disaksikan dua orang
saksi nikah bernama Fuad dan Ines Julinto dengan mas kawin 1 Gram dan Perjanjian
perkawinan tidak ada. Penggugat dan Tergugat telah dikarunniai seorang anak yang
bernama Claudya Sintia Bella Binti Rezky Yougie Mertha, Perempuan Umur 4 tahun,
sekarang anak tersebut tinggal bersama keluarga Tergugat.

Pemohon (Penggugat) dalam surat gugatannya tertanggal 01 februari 2017
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang, Nomor
0249/Pdt.G/2017/PA.Plg, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap
Tergugat, kasus tersebut pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berjalan rukun dan harmonis, adapun

Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang No. 0249/pdt.G/2017/PA.Plg.
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penyebabnya bahwa Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenisnya yaitu sabu-
sabu yang diketahui Penggugat dari melihat langsung Tergugat mengkonsumsi
narkoba itu sendiri, sehingga karena hal itu antara Penggugat dan Tergugar sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran. Terjadinya puncak ketidak harmonisan rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2016, ketika itu Penggugat
mendapat kabar bahwa Tergugat ditahan oleh pihak yang berwajib karena melakukan
tindak pidana, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan lahir bathin. Berdasarkan Komplikasi
Hukum Islam (KHI) Pasal 116 Huruf (f) jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah
RI nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi : “antara suami istri terus-menerus terjadi
perselisinan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga” maka sudah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan

gugatan perceraian di hadapan Pengadilan Agama Palembang.

Dan permohonan Isbat Nikah tersebut diterima oleh Pengadilan Agama
Palembang dengan register 0249/Pdt.G/2017/PA.Plg. Dalam pemeriksaan dan hasil
persidangannya dinyatakan diterima oleh majelis hakimnya. Berdasarkan latar
belakang ini peneliti mengangkat menjadi skripsi dengan judul PENETAPAN
ISBAT NIKAH DALAM RANGKA PROSES PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA (Studi putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor

- 0249/Pdt.G/2017/PA.PIg).
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas,
penulis mengidentifikasi permasalahan untuk dibahas secara terperinci dalam
penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan perkara Isbat Nikah dalam rangka perceraian di
Pengadilan Agama Palembang (Studi putusan Pengadilan Agama
Palembang Nomor : 0249/Pdt.G/2017/PA.Plg).?

2. Apa Akibat Hukum dari penetapan Isbat Nikah (Studi putusan Pengadilan
Agama Palembang Nomor : 0249/Pdt.G/2017/PA.PIg).?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang akan diolah
dan dianalis dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim atas penetapan permohonanisbat
Nikah di Pengadilan Agama Palembang

2. Untuk mengetahui pengajuan permohonan Isbat Nikah dalam proses

perceraian di Pengadilan Agama Palembang..

D. Manfaat Penelitian
Penulisan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat seperti :
1. Manfaat Teoritis
1. Peningkatan dan pengembangan wawasan dan ilmu hukum, khususnya

hukum perkawinan.
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2. Menambah pemahaman dan kompetensi peneliti dalam ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis
1. Menjadi bahan informasi bagi masyarakat tentang pentingnya
pencatatan  perkawinan dan syarat-syarat dalam pengajuan
permohonan Isbat Nikah.
2. Bahan bacaan bagi Pemerintah, Pengadilan Agama dan masyarakat
pada umumnya.
E. Kerangka Teoritik
1. Teori Perlindungan Hukum
Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan
orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati
semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.Philipus M.Hadjon mengemukakan
bahwal®perlindungan hukum yang terkait Isbat Nikah adalah perlindungan hukum
yang berkaitan terhadap perkawinan itu sendiri, karena Isbat Nikah akan memberikan
dasar terhadap pengesahan suatu pernikahan dengan adanya penjelasan pernikahan
maka proses pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi
sah. Hal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak suami, isteri maupun
anak-anak dalam perkawinan tersebut.

2. Teori Kepastian Hukum

1OPhilipus M.Hadjon Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), Bogor,
2006, him 36.
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Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu: Pertama adanya
aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan apa
yang tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari
kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum
itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh
Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam
Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara
putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang
serupa diputuskan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan
bahwahukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh
haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.!' Walaupun kepastian hukum erat
kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum
bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan
bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

F.  Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian ini termasuk
dalam ruang lingkup hukum perdata khususya hukum perkawinan.Mengingat luasnya
cakupan untuk menjawab permasalahan di atas,pembahasannya dibatasi pada
persoalan yang menjadi dasar pertimbangan atas penetapan Hakim dan akibat hukum

yang timbul dari permohonan Isbat Nikah yang dikabulkan,dan dalam penelitian ini

1Sudikno Mertokusumo Kepastian Hukum , Citra Aditya Bakti,Bandung, him 160.
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dibatasi untuk mencegah Perceraian Dalam Proses PersidanganDiPengadilanAgama

Palembang.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu
dengan menggunakan cara-cara yang sistematis, dimana metode tersebut menyangkut
cara kerja untuk memahami objek yangmenjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.'?
Penelitianhukum merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan
konstruksi dengan menggunakan metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan
dengan metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-
langkah tertentu, dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas. Dengan kata
lain,penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untuk menambah, memperkuat,
danmengembangkan ilmu pengetahuan manusia.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulisan ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu normatif. Yang dimaksud
dengan penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk
menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dan
logika keilmuan yang juga dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan

disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang

12K oentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1997, him.16.
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objeknya hukum itu sendiri'®, Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai
penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan dan putusan pengadilan.'*

2. Sumber Data
a. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari
individu maupun perkelompokseperti hasil wawancara untuk memperoleh
keterangan yang jelas dari data yang diperoleh.
b. Data Sekunder merupakan data penunjang, diperolenh dengan menelusuri
bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari
peraturan perundangan-undangan yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Perdata, Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama,Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Komplikasi Hukum Islam (HKI)
Pasal 116 Huruf (f) jo pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Rl Nomor

9 tahun 1975 Tentang Peradilan Agama maupun peraturan- peraturan lain

13Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian HukumNormatif, BayuMedia: Malang,
2006.HIm. 4

14 Ronald Dworkin, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan
Hukum,Makalahdisampaikan pada Dialog Interaktif tentang, Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan
Hukum padamajalah akreditasi, Fakultas Hukum USU, 2003.
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yang berkaitan dengan kebijakan hukum dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia.
2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum  primer seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksana Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002
Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Peraturan Mahkamah
Agung Nomorl Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
danPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi Di Pengadilan.
3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus
Besar Bahasa Indonesia, kamus Inggris-Indonesia, kamus hukum?,
ensiklopedia, karya ilmiah para sarjana, majalah, surat kabar, internet, dan
lain-lain.
3. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan pendekatan penelitian sebelumnya, maka teknik penelitian
dikumpulkan dengan mencari peraturan perundang-undangan, meneliti bahan
pustaka, membaca buku-buku dan sumber lainnya yang berhubungan dengan
permasalahan dalam penelitian ini. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari

hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengelohan bahan-bahan hukum

15Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hIm. 106
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dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.
Sistematis Dberarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum, untuk
memudahkan pekerjaan analitis dan kontruksi.
4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang
terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah
memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada
pendekatan yuridis normatif.® Pada metode ini data-data yang diperoleh yaitu data
sekunder, akan diinventarisasi dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat
deskriptif analis. Setelah dilakukan proses inventarisasi dan penyusunan data secara

sistematis.’

5. Teknik Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif yaitu
dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi
kesimpulan yang bersifat khusus sehingga dapat mencapai tujuanyaitu menjawab

rumusan. 18

15p. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, PT. Asdi Mahasatya:
Jakarta, 2009, him. 145

Ylbid

18Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grika: Jakarta,2008,hIm.70
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